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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Tanggunggunung, 
Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan kualitatif dengan studi lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui 
wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, ketua BPD, serta tokoh masyarakat, 
observasi langsung di lokasi penelitian, serta dokumentasi dari berbagai sumber sekunder seperti buku 
dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Siskeudes telah 
meningkatkan transparansi dengan memungkinkan setiap aktivitas keuangan desa tercatat secara 
digital, sehingga memudahkan akses informasi bagi masyarakat dan pihak terkait. Selain itu, sistem ini 
juga meningkatkan akuntabilitas dengan memberikan format laporan yang seragam serta 
memungkinkan audit lebih efisien. Dampak positif dari penerapan Siskeudes juga terlihat dalam 
pencapaian prinsip-prinsip good governance, di mana keterbukaan informasi dan akuntabilitas 
semakin meningkat, mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Namun, terdapat 
beberapa kendala dalam penerapan Siskeudes, seperti keterbatasan akses internet, gangguan server, 
dan risiko kehilangan data akibat kesalahan teknis. Solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala 
tersebut meliputi peningkatan infrastruktur jaringan, pengembangan fitur akses offline, serta 
penerapan prosedur pencadangan data secara berkala.  
Kata Kunci: Siskeudes, Transparansi, Akuntabilitas, Good Governance, Keterbukaan Informasi, Audit, 

Infrastruktur Jaringan 

 
PENDAHULUAN 

Sistem keuangan desa atau siskeudes, dapat diartikan sebagai aplikasi yang 
dirancang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri) guna mempermudah pengelolaan keuangan desa yang 
dimulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban (Rima Febrianti, 2024). Data 
BPKP menggambarkan bahwa jumlah pemerintah desa yang menggunakan siskeudes 
setiap tahunnya terus menerus mengalami peningkatan (Agustina, 2024). 
Peningkatannya tidak begitu banyak tetapi bisa dikatakan bahwa siskeudes mampu 
mencangkup desa-desa yang ada di Indonesia. Perluasan desa yang menggunakan 
siskeudes diharapkan mampu memberikan manfaat kepada desa-desa tersebut, 
sehingga penggelolaan keuangan desa semakin baik (Aba et al., 2023). 

BPKP dan Kemendagri secara terus menerus mengembangkan aplikasi siskeudes 
(Elfirar & Putri, 2024). Hasilnya sebuah sistem aplikasi yang selaras dengan peraturan 
yang berlaku. Tahun 2018 terdapat perubahan peraturan yang awalnya Permendagri 
Nomor 113 Tahun 2014 menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
pengelolaan keuangan desa. Perubahan tersebut juga berdampak pada perubahan versi 
pada siskeudes yang awalnya siskeudes V1 menjadi siskeudes V2 (Ditjen Bina 
Pemerintahan Desa, 2024). Pada anggaran tahun 2024 terjadi pembaruan aplikasi 
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siskeudes yaitu rilis dengan versi 2.06 (Arham, Muh Alwi, 2024). Pembaruan dalam 
penelitian ini menyangkut pada aplikasi siskeudes yang diteliti adalah siskeudes versi 
yang terbaru. Pada versi ini perbaikan yang dilakukan mencangkup beberapa aspek 
guna meningkatkan sistem pengelolaan keuangan desa. Aspek-aspek tersebut adalah 
tampilan antarmuka yang lebih intuitif dan user-friendly, penyempurnaan modul 
perencanaan dan penganggaran, integrasi dengan sistem pemerintah lain, penambahan 
fitur pelaporan yang lebih lengkap dan detail, dukungan untuk pengelolaan aset desa, 
sistem monitoring dan evaluasi yang lebih canggih, opsi pencatatan non-keuangan, 
keamanan data yang ditingkatkan, fleksibilitas pengguna (multi-user dan hak akses), 
update dan perbaikan sistem berkelanjutan (Nadaa & Priyanti, 2023). 

Siskeudes membantu pemerintah untuk mengelola keuangan desa, yang meliputi 
keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan 
menghasilkan tata kelola pemerintah yang baik (Good governance) (Subhi, 2024). 
Caroline. G. Hernandez berpendapat bentuk tata kelola pemerintahan yang baik dapat 
diindikasi dengan terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
pemerintahan (Karso, 2022). Terciptanya transparansi dan akuntabilitas ini harus 
diwujudkan pada pemerintah desa dikarenakan pada dasarnya pemerintah desa 
memerankan unsur pelaksanaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa 
mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan desa, namun dalam 
pelaksanaannya pemerintah desa harus berpeganggan pada peraturan perundang-
undang yang berlaku. 

Pemerintah Desa Tanggunggunug adalah bagian pemerintah desa yang sudah 
menggunakan aplikasi siskeudes versi terbaru. Badan Statistik dan Manajemen (BPS) 
menjelaskan bahwa Kecamatan Tanggunggunung merupakan kecamatan terluas di 
Kabupaten Tulungagung dengan Desa Tanggunggunung sebagai ibu kota dari 
Kecamatan Tanggunggunung (BPS, 2024). Daerah yang luas tersebut menjadikan 
pemerintah desa harus bisa mencangkup keseluruhan wilayah baik terkait transparansi 
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Desa Tanggunggunung berdiri pada 
tahun 1943. Desa ini terletak di wilayah perbukitan bagian selatan Kabupaten 
Tulungagung, tepatnya di Kecamatan Tanggunggunung. Desa ini mempunyai luas 
administrasi 18.32 km2 yang terbagi menjadi 6 dusun yaitu Dusun Tanggunggunung, 
Dusun Kalitalun, Dusun Ngipik, Dusun Ngemplaksari, Dusun Pule, dan Dusun Klampok. 
Wilayah di Desa Tanggunggunung lebih banyak digunakan untuk lahan pertanian 
pangan, misalnya jagung. (Tanggunggunung, 2025). 

Penerapan siskeudes di desa-desa yang ada di Indonesia diharapkan mampu 
untuk memberikan manfaat bagi pemerintah pusat (Faizah & Sari, 2022). Manfaat 
tersebut diantaranya memudahkan pengawasan dari pihak pemerintah pusat, sehingga 
akan mengurangi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. 
Berkurangnya angka penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang ini mampu 
menghasilkan transparansi dan akuntabilitas di Indonesia sehingga akan terwujud good 
governance. Berbagai studi yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai 
siskeudes berfokus pada upaya peningkatan transparansi serta akuntabilitas. Hasil 
penelitian (Susano & Rachmawati, 2024) penelitian menemukan bahwa siskeudes 
memiliki peran krusial pada peningkatan transparansi serta akuntabilitas keuangan 
desa di Indonesia. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian (Hidayani et al., 2023) 
mengungkapkan bahwa penggunaan siskeudes membantu perangkat desa untuk 
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pengelolaan keuangan desa secara lebih transparan serta akuntabel. Hal ini mencakup 
seluruh proses pengelolaan keuangan di Desa Banyumas, mulai tahap perencanaan, 
pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. 

Penelitian (Roslinda Harahap et al., 2023) menjelaskan penerapan siskeudes 
dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di 
Kecamatan Huristak masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum berjalan 
secara maksimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang 
tersedia di pemerintahan desa setempat, sehingga efektivitas penerapannya belum 
dapat terwujud sepenuhnya. Penelitian ini telah banyak dilakukan sebelumnya, namun 
demikian dikarenakan adanya inkonsistensi pada hasil, maka gap riset pada penelitian 
ini adalah empiris. Hal ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan Susano & 
Rachmawati dan Hidayati menunjukkan penggunaan siskeudes membantu pengelolaan 
siskeudes lebih transparan dan akuntabel, namun menurut Harahap penggunaan 
siskeudes belum menunjukkan efektivitas karena terdapat kendala. Adanya gap riset 
tersebut maka novelty pada penelitian ini telah mempergunakan siskeudes terbaru 
sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 

 
KAJIAN TEORI 
Akuntansi Sektor Publik 

Mardiasmo berpendapat akuntansi sektor publik berfungsi sebagai sarana 
informasi, baik bagi pemerintah dalam pengelolaan manajemen maupun bagi 
masyarakat sebagai akses terhadap transparansi keuangan (Julita & Abdullah, 2020).  
Akuntansi sektor publik dapat diartikan juga sebagai rangkaian kegiatan yang 
mencakup pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, penyajian dalam 
bentuk ringkasan, serta pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh organisasi 
publik (Indrayani, 2022). (Defitri, 2022) menjelaskan bahwa karakteristik dalam 
akuntansi sektor publik adalah relevan, handal, dan mudah dipahami, Tujuan utama 
akuntansi sektor publik adalah menampilkan data yang berguna bagi para manajer di 
sektor publik serta mendukung proses pelaporan pertanggungjawaban terkait bidang, 
divisi, atau sumber daya yang berada dalam lingkup kewenangannya. Akuntansi sektor 
publik berperan dalam menyampaikan laporan mengenai berbagai aktivitas 
pemerintahan kepada masyarakat, termasuk pengelolaan dan penggunaan anggaran 
publik (Majid, 2019). 
 
Siskeudes 

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa siskeudes merupakan sebuah 
aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan melalui kerja sama antara 
BPKP dan Kemendagri. Siskeudes juga dapat diartikan sebagai aplikasi yang 
mempermudah proses input pengelolaan keuangan desa dan menghasilkan output yang 
sesuai dengan peraturan yang berlaku (Natania Mega et al., 2022). Aplikasi ini 
dirancang untuk mendukung pengelolaan keuangan desa agar selaras dengan peraturan 
yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri, tujuan penerapan siskeudes 
dapat dirangkum dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang telah diatur 
sebagai berikut meningkatkan transparansi keuangan desa, memastikan akuntabilitas 
keuangan desa, mempermudah penatausahaan keuangan, mendukung keteraturan dan 
ketertiban administrasi, meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran, 
serta mempermudah penyusunan laporan dan pertanggungjawaban (Artasandi et al., 
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2024). Aplikasi Siskeudes 2.0 memanfaatkan database Microsoft Access, yang 
menjadikannya semakin fleksibel serta nyaman digunakan, bahkan oleh pemakai yang 
belum terbiasa dengan sistem keuangan digital. Transaksi keuangan desa dalam skala 
kecil, penggunaan Microsoft Access dianggap lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan. 
Database SQLServer digunakan secara khusus untuk tujuan tertentu atau ketika volume 
transaksi telah mencapai kategori skala menengah. Adapun standar minimum yang 
direkomendasikan untuk SQLServer adalah versi 2008R2 (Ditjen Bina Pemerintahan, 
2024). 

 
Transparansi 

Keberhasilan suatu pertanggungjawaban yang efektif oleh pemerintah desa 
tercermin dalam transparansi informasi yang luas, sehingga memungkinkan akses yang 
mudah bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Purwati, 2023). Permendagri No. 20 
Tahun 2018 menekankan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu 
keterbukaan informasi yang jelas dan mudah diakses masyarakat untuk mendorong 
partisipasi serta pengawasan publik. Tahir berpendapat, transparansi dalam 
pemerintahan berarti memberikan akses bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan 
yang dirancang dan diterapkan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan 
publik (Amrie Firmansyah dan Nuryani, 2020). Evan Hamzah Muchtar berpendapat 
transparansi mengacu pada sikap terbuka dalam setiap tahap pengambilan keputusan 
serta penyampaian informasi yang penting dan berkaitan erat dengan kepentingan 
publik (Muchtar, 2021). Pengertian tersebut dapat dirangkum bahwa, transparansi 
merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada 
masyarakat guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan 
akuntabilitas. Kristianten menjelaskan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 
transparansi (Kurnianingrum et al., 2021) adalah sebagai berikut Penyediaan dan akses 
informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban, adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat, keterbukaan 
dalam setiap tahapan pengelolaannya serta aksesibilitas informasi terkait dokumen 
penggunaan dana desa. Tujuan transparansi (Maulani, 2024) adalah sebagai berikut 1) 
pengambilan keputusan serta penerapan kebijakan dapat diakses dan dipahami dengan 
jelas oleh masyarakat, 2) membuka akses terhadap pengolahan data, perumusan 
kebijakan, dan pengambilan keputusan 3) memungkinkan masyarakat berkontribusi 
lebih efektif dengan memberikan masukan yang membangun, sehingga kebijakan 
menjadi lebih baik dan tepat sasaran, 4) mencegah korupsi. 

 
Akuntabilitas 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan 
asas utama dalam pengelolaan keuangan desa. Prinsip ini menuntut 
pertanggungjawaban di setiap tahap, dari perencanaan hingga pelaporan, sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku. Garcia menjelaskan akuntabilitas adalah kewajiban 
untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana publik dan hasilnya. Pejabat 
pemerintah harus mampu menjelaskan setiap keputusan keuangan yang diambil 
(Asmara, 2024). Stanbury mengemukakan, akuntabilitas merupakan kewajiban 
organisasi dalam menjalankan misinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 
pelaksanaannya dilakukan secara berkala melalui mekanisme 
pertanggungjawaban(Kewo, 2024). Pengertian tersebut dapat disimpulkan 
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akuntabilitas merupakan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan 
menegakkan kebijakan, dengan tujuan memberikan laporan kepada pihak yang 
berkepentingan. Weny Ultafiah (Wahyuni & Sriyanto, 2023) menjelaskan indikator-
indikator yang dirangkum untuk menilai sejauh mana keberhasilan aparatur desa 
dalam menerapkan prinsip akuntabilitas 1) bertambahnya keyakinan serta kepuasan 
masyarakat dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa, 2) 
masyarakat mulai memahami dan menyadari hak mereka dalam megevaluasi kinerja 
pemerintahan, 3) menurunkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam 
administrasi pemerintahan desa. Fungsi dari akuntabilitas adalah mencegah 
penyalahgunaan wewenang, alat pengawasan, dan meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi kinerja (Padang, 2023).  

 
Good Governance 

Pada awal 1990-an, lembaga internasional seperti PBB, Bank Dunia, dan IMF mulai 
mensyaratkan penerapan good governance bagi negara yang ingin memperoleh bantuan 
keuangan dan pembangunan. Konsep ini diterapkan untuk memastikan transparansi, 
akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan dana bantuan (Karso, 2022). Kjoer dan 
Klavs Kinnerup mengemukakan tiga faktor yang melatarbelakangi good governance. 
Pertama, lembaga donor menilai bahwa penguatan kapasitas pemerintah penting untuk 
pertumbuhan yang stabil. Kedua, runtuhnya komunisme pasca-perang dingin 
menunjukkan bahwa birokrasi yang besar dan tidak efisien dapat menyebabkan 
kegagalan ekonomi. Ketiga, keberhasilan ekonomi Jepang membuktikan bahwa 
intervensi negara berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Good governance 
merupakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan demokrasi yang ada 
untuk mengatur pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat 
(Isnayanti, 2024). Mewujudkan good governance di Indonesia mencakup berbagai 
aspek, seperti politik, ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Keberhasilan dalam bidang-
bidang ini bergantung pada transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan elemen 
kunci sebagaimana dikemukakan oleh Caroline G. Hernandez (Karso, 2022). Sikap 
transparan dan akuntabel dari para pemangku kepentingan sangat menentukan 
kualitas penyelenggaraan pemerintahan. United Nations Development Programme 
(UNDP) merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik (good governance) sebagai 
berikut partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, Consensus 
orientations, keadilan, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan visi strategis 
(Permatasari, 2020). 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan 
(field research). Penelitian studi lapangan termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, 
dimana peneliti melakukan observasi serta keterlibatan langsung di lokassi yang 
menjadi sumber data (Fadli, 2021). Lokasi penelitian di Desa Tanggunggunung 
Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.  Data penelitian ini 
menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui 
kunjungan ke lokasi secara langsung serta mewawancarai kepala desa, sekretaris desa, 
kaur keuangan, ketua BPD, dan tokoh masyarakat. Peneliti juga melaksanakan observasi 
terhadap kondisi di lokasi penelitian. Data sekunder mencakup buku, jurnal, serta 
berbagai referensi lain yang relevan dan mendukung kajian terkait siskeudes. Metode 
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pengumpulan data diterapkan untuk mendapatkan data yang valid, baik dari sumber 
primer maupun sekunder adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, 
serta dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut ini adalah 
gambar alur penelitian: 

 
Gambar 1. Proses penelitian 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Penerapan Siskeudes dalam Upaya Meningkatkan Transparansi dan 
Akuntabilitas di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten 
Tulungagung 

Hasil reduksi dan triangulasi menyatakan bahwa implementasi siskeudes di Desa 
Tanggunggunung menunjukkan banyak kemajuan dalam meningkatkan transparansi. 
Pelaksanaan transparansi menjadikan pemerintah desa mempunyai kewajiban 
melakukan pengelolaan keuangan desa dengan terbuka, hal tersebut dikarenakan 
keuangan tersebut merupakan dana dari masyarakat yang harus didapati dan dirasakan 
oleh seluruh masyarakat. Hal ini membuat pemerintahan yang ada di desa wajib untuk 
menyampaikan semua data pemakaian keuangan kepada masyarakat deangan terbuka. 
Siskeudes menyediakan platform digital yang memungkinkan setiap aktivitas keuangan 
desa tercatat secara rinci dan terstruktur. Informasi terkait anggaran desa, realisasi, 
serta laporan pertanggungjawaban dapat diakses dengan lebih gampang oleh perangkat 
desa, masyarakat, BPD maupun pihak terkait. Proses pencatatan yang dilakukan secara 
digital juga mempermudah dokumentasi data keuangan sehingga setiap pihak yang 
berkepentingan dapat melakukan pengecekan dengan cepat. Penerapan siskeudes 
memberikan kemudahan dalam melacak aliran dana mulai dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Publikasi laporan 
keuangan desa kepada masyarakat melalui media tertentu seperti papan pengumuman 
atau situs desa juga menjadi indikator upaya transparansi. 

Hasil reduksi dan triangulasi juga menyatakan bahwa implementasi siskeudes di 
Desa Tanggunggunung menunjukkan banyak kemajuan dalam meningkatkan 
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas sangat penting 
dilaksanakan karena bentuk dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu aktivitas. 
Fungsi dari akuntabilitas adalah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, sebagai 
alat pengawasan, dan mendorong meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja.  Di 
Desa Tanggunggunung penerapan siskeudes telah membantu perangkat desa dalam 
menyusun laporan keuangan yang lebih terstruktur dan selaras dengan peraturan 
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perundang undangan yang berlaku. Adanya format laporan yang seragam, pihak-pihak 
yang berkepentingan dapat dengan mudah memverifikasi data dan mengevaluasi 
kinerja pengelolaan keuangan desa. Siskeudes juga memungkinkan perangkat desa 
untuk menjalankan prinsip akuntabilitas secara optimal, karena adanya sistem yang 
merekam setiap transaksi secara real-time. Transaksi-transaksi pengeluaran dan 
pemasukan dana tercatat dengan jelas sehingga memudahkan proses audit oleh 
inspektorat maupun lembaga pengawas lainnya, selain itu pemantauan oleh masyarakat 
dan BPD juga lebih mudah. Hal tersebut mampu meminimalisir potensi kekeliruan atau 
penyimpangan pengelolaan keuangan desa, sehingga mampu mengoptimalkan 
kepercayaan masyarakat, BPD, dan pihak terkait. 

 
Pencapaian Good Governance Setelah Penerapan Siskeudes di Desa 
Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung 

Hasil reduksi dan triangulasi juga menyatakan bahwa penerapan siskeudes di 
Desa Tanggunggunung membawa dampak positif dalam mewujudkan prinsip-prinsip 
good governance, seperti transparansi dan akuntabilitas. Sistem siskeudes yang 
terintegrasi menjadikan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan dan 
dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Hal ini mampu meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa Tanggunggunung. Efektivitas 
siskeudes memungkinkan perangkat desa untuk mengelola dana desa secara lebih 
tepat, dari aspek waktu ataupun biaya. Tahapan yang dulunya dikerjakan secara manual 
sekarang dapat dikerjakan secara digital, sehingga mengurangi risiko kesalahan 
administrasi. Keterlibatan masyarakat dan BPD dalam proses pengambilan keputusan 
juga menjadi bagian dari penerapan good governance. Desa Tanggunggunung secara 
bertahap telah melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa (Musdes) untuk 
menentukan prioritas penggunaan anggaran. Dampak positif penerapan siskeudes 
terhadap good governance yang pertama terkait transparansi pengelolaan keuanga desa 
yang semakin baik. 
Siskeudes memberikan akses yang lebih mudah kepada perangkat desa, BPD dan 
masyarakat terhadap informasi keuangan desa. Data terkait pendapatan, belanja, dan 
alokasi anggaran dapat diakses dalam format yang rapi dan terstruktur. Hal ini 
memungkinkan BPD dan masyarakat untuk melihat secara langsung bagaimana dana 
desa dikelola, sehingga mampu mengurangi potensi terjadinya kecurigaan atau konflik. 
Publikasi laporan keuangan melalui papan informasi desa dan situs website desa adalah 
langkah konkret yang dilakukan untuk mendorong transparansi. Adanya laporan yang 
jelas dan terbuka menjadikan masyarakat menjadi lebih percaya pada pemerintahan 
desa. Dampak positif penerapan siskeudes terhadap good governance yang kedua 
terkait akuntabilitas yang lebih baik. Setiap transaksi keuangan yang dicatat dalam 
siskeudes terekam secara otomatis dan terintegrasi, sehingga mempermudah perangkat 
desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. Sistem ini juga memungkinkan 
pengawasan yang lebih ketat oleh lembaga seperti BPD atau inspektorat serta 
masyarakat. Akuntabilitas juga tercermin dari proses audit yang menjadi lebih 
transparan dan efisien. Data yang lebih valid menjadikan risiko kesalahan atau 
manipulasi dalam pengelolaan dana dapat diminimalkan. 

 
 



Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola  Perusahaan  

(JAKPT) 

Volume 2, No 3 –  Maret 2025 

e ISSN: 3025-9223 
 

Hal. 990 
 

Kendala dan Solusi Penerapan Siskeudes dalam Upaya Meningkatkan 
Transparansi dan Akuntabilitas di Desa Tanggunggunung Kecamatan 
Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung 

Hasil reduksi dan triangulasi juga menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala 
yang ditemui dalam penerapan siskeudes dalam upaya meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten 
Tulungagung. Kendala-kendala yang dihadapi adalah pertama mengalami masalah 
dengan jaringan internet yang tidak konsisten. Hal ini memperlambat proses input dan 
pengiriman data secara real-time ke sistem siskeudes. Kendala yang kedua bahwa 
masalah yang sering muncul saat server siskeudes mengalami masalah, terutama saat 
mengunggah laporan atau sinkronisasi data. Kendala yang ketiga adalah kehilangan 
data akibat error sistem, hal ini terjadi ketika gangguan teknis atau kegagalan listrik 
selama proses input data. Data dimasukkan hilang harus dimulai dari awal. Solusi dari 
kendala-kendala di atas adalah perbaiki infrastruktur internet di kantor desa dengan 
memasang antena penguat sinyal atau bekerja sama dengan penyedia layanan internet 
untuk memastikan akses internet yang lebih stabil. Pengembang siskeudes diberikan 
saran terkait menyediakan akses offline yang memungkinkan pekerjaan tetap berjalan 
meskipun server atau internet mengalami masalah. Dilakukan backup data berkala yang 
telah dimasukkan ke siskeudes ke perangkat lain, seperti penyimpanan cloud eksternal 
untuk menghindari kehilangan data karena kesalahan atau masalah teknis. 
 
KESIMPULAN 

Implementasi siskeudes di Desa Tanggunggunung, Kecamatan Tanggunggunung, 
Kabupaten Tulungagung telah membawa dampak positif dalam meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas, sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintahan 
desa yang baik atau good governance. Sistem pencatatan keuangan yang digital dan real-
time, mempermudah perangkat desa untuk mencatat setiap transaksi secara rinci, 
sehingga memudahkan proses verifikasi, evaluasi, serta audit oleh lembaga pengawas. 
Kemudahan akses terhadap informasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban 
memungkinkan masyarakat, BPD, serta pihak berwenang untuk melakukan 
pemantauan secara lebih efektif, meningkatkan keterbukaan serta kepercayaan publik. 
Pada penerapannya siskeudes menghadapi kendala seperti keterbatasan koneksi 
internet, gangguan server, dan potensi kehilangan data akibat kesalahan teknis. Solusi 
untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan berbagai upaya seperti peningkatan 
infrastruktur jaringan, pengembangan fitur akses offline, serta penerapan prosedur 
pencadangan data secara berkala guna memastikan pengelolaan keuangan desa 
berjalan lebih optimal dan minim kendala teknis. 
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